BAB |
PENDAHULUAN

1.1  Gambaran Umum Objek Penelitian
1.1.1 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung

Badan Pelayanan Perizinaherpadu (BPPT) Kota Bandung merupakan
lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyetenggara
pelayanan perizinan terpadu Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan KediReraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang PembentukaBudanan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

1.1.2 Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang Terdepan dan TerpBaaya
Mewujudkan Bandung ang Unggul Nyaman dan Sejahtera.

a) Pelayanan PerizinaMerpady menggambarkan arahan model pelayanan
perizinan yang dituju. Model pelayanan yang terpadu ini memudahkan
masyarakat karena masyarakat cukup datang ke BPPT saja untgkrose
perizinan. Artinya pengurusan perizinan hanya dilakukan oleh satu SKPD
sebagai pemberi layanan izin.

b) Terdepan kejaran BPPT Kota Bandung untuk menjadi badan pelayanan
perizinan yang paling unggul di Indonesia. Keunggulan ini dapat dicapai
dengan mengkatkan kualitas kinerja pelayanan perizinan dengan melakukan
inovasi, transgran dan akuntabel serta berorieng@agblic satisfactionagar
lebih efektif dan efisien, serta mengakomodir pelanggannya dengan baik.

c) Terpercaya; merepresentasikan kepercayaan masyarakat selaku pelanggan dari

pelayanan perizinan.



1.1.3 Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Secara
BerkelanjutanDalam mencapai misi, BPPT membuat lima langkah, yaitu
a) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional.
b) Membentuk jejaring kerja melalui harmonisasi kerjasama dalam dan luar negeri
untuk meningkatkan investasi.
c) Meningkatkan sistem informasi manajemen pelayanan yang Iserbas
Government
d) Mewujudkan pkyanan yang optimal dan memuaskan melalui nilai budaya
lokal, responsivitas, renponsibilitas, akuntabilitas, tranparansi, dan kepastian
hukum.
e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung perkembangan

penanaman motia

1.1.4 FungsiBadan Pelayanarerizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung
Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, tugas pokok Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggaraakan pelayanan
administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip kasirdintegrasi,
sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud di atas Badan
Pelayanan Painan Terpadu mempunyai fungsi:

a) Pelaksanaan penyusunan program;

b) Penyelenggaraan pelayanan adminisfpasizinan;

c) Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;

d) Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;

e) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif badan; dan

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan

fungsinya.



1.1.5 Struktr BPPTKota Bandung

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota.

Berikut adalahGambar 1.1 mengenatruktur organisasi Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Bandung:
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Gambar 1.1 Struktudrganisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Bandung
Sumber: BldanPelayanan dandpizinanTerpaduKota Bandung (20105

1.2 Latar Belakang Pendlitian
Konsepe-Govermentibuat untuk mengantisipasi permasalahan global, seperti
budaya, ekonomi, sosial, hukum, dan politlan e-Governmentmengacu pada

penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah s&ieiti Area Network,



Internet danmobile computingang memilik kemampuan untuk mengubah hubungan
antara warga, bisnis, dan bagian pemerintdaianya (World BankdalamIndrajit,
20022).

e-Governmenmmengacu pada penggunageknologi informasi oleh instansi
pemerintahgepertwide area networknternef danmobile computingyang memiliki
kemampuan untuknengubah hubungan dengan warga, bisnis,pgawakilandari
pemerintalseperti yang dikemukakan oleh Bank Dunia

Indonesia mengadopsi sistenGovernmendimulai sejak keluarnya Instruksi
Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
PengembangamGovernmentdibuatuntuk menyediakan pelayanan yang ledfikien
dan nyamarterhadaprganisasi dan warggtaspelayanan pemerintah dan informasi,
yang digunakan dengan pemanfaatan teknologi informasi, bisa dengan intenmeh ma
non internet e-Governmenfuga bisa disamakan dengamline government yaitu
pelayanan pemerintah, sepeetnail website,blog, porta] dan sebagainygang
berbasis internet

Undang -Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas
dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme juga melatarbelakangi ststem
Government membuat perubahan tidang pemerintahan. Undang Undang ini
mengatur terbentuknya tranparansnelalui memberian informasi tentang
penyelenggaraan negardengan demikian seluruh lembalganbaga negara,
masyarakat, dunia usaha, dan p#pakak berkepentingan lainnya dapat setiap saat
memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal.

Memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses
pelayanan pemerintah, dan menghubungkan pemerintah dan kepentingan masyarakat
adalah inti dare-GovernmentBidang pelayanan umum adalah perubahan nyata yang
dapat kita rasakan saat ini. Respon akan lebih cepat dirasakan, masyarakat dapat
mendapatkan informasi, mengirim saran, menyampaikan keluhan, ataupun
mengajukan permintaan terhadap pelayanan pemerintah secara Rag&tre,
2000:54).



e-GovernmenriReadiness Inde)EGRI) yang dipublikasikan oleh PBB, menjadi
salah satu alat ukur keberhasilan pemerintah dalam penerapan teknologi informasi
Web Measure Indextelecommunication Infrastructure Indeban Human Capital
Indexadalah komponen dalam pengukuran EGREbsite resmi pemerintah, piesn,
kementerian, menjadi salah satu objek survey.

Peringkat pertama penerapanGovernmenidi ASEAN adalah Singapura,
diikuti oleh Malaysia, Brunei, Thailand, dan Filipina. Indonesia menjadi urutan ke 7 di
ASEAN dan merosot peringkatnya dibandingkan dengan tahun 2008 untuk ukuran
peringkat di dunia. Peringkat dunia tahun 2008 dan 2010 untgon§SEAN dan
indek EGRI dapat dilihat pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1 Indeks EGRI dan Peringkat Dunia untuk Anggota ASEAN

No Negara Nilai Indeks Peringkat Dunia
2009 2008 2009 2008
1 Singapore 0,7476 0,7009 11 23
2 Malaysia 0,6101 0,6063 32 34
3 Brunei 0.4796 0,4667 68 87
4 Thailand 0,4653 0,5031 76 64
5 Philippines 0,4637 0,5001 78 66
6 Vietnam 0,4454 0,4558 90 91
| 7 [ndonesia | 04026 | oator | 109 | 106
8 Cambodia 0,2878 0,2989 140 139
9 Myanmar 0,2818 0,2922 141 144
10 Laos 0,2637 0,2888 151 156
11 Timor Leste 0,2273 0,2463 162 155
RataRata Indeks Asean 0,4250 0,4290

SumberPersatuan Bangdtangsa2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah mengatur pelaksanaan sestBavernmentli yang mana peraturan



pemerintah tersebut memberikan layaa#&overnmensecara efisien atau efektif dan
transparanyang diberikan oleh dinas atau unit pelayanan informasi pada tingkat
daerah

Menurut jurnal yang berjudul “Menuju Pelayanan yang Lebih Baikgane-
Government” yang diterbitkan oleh Depkominfo. Wujud nyata dari aplikesi
Governmentyang telah umum dilaksanakan dan diatur pelaksanaannya adalah
pembuatan situs web pemerintah daerthini merupakan salah satu strategi didalam
melaksanakan pgembangame-Governmensecara sistematik melalui tahapan yang
realistik dan terukur. Situs web pemerintah daerah merupakan tingkat g eldibam
pengembangae-Governmenti Indonesia yang memiliki sasaran agar masyarakat
Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan
pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan derdbkrasi
Indonesia dengan menggunakan media ieteBitus web pemerintaédalah hal yang
dapat dirasakan dari implementasbovernmenyangtelah sering dilaksanakan oleh
pemerintah daerah. Situs web dijadikan strategi dalam melaksanakan pererepan
Governmenti Indonesia. Sasarannya adalah agar masyarakat Indonesia dimudahkan
dalam memperoleh akses informasi dan dengan menggunakan medet iiatganan
pemerintah daerah, masyarakat dapat ikut serta dalam pengembangan demokrasi di
Indonesia.

Seiring dengan kemajuan teknologi di era globalisasi dan penempan
Governmensekarang ini, Indonesia berbenah melalui pemerintah daerah. Salah satu
deerah yang terkenal dengan peneraga@overnmentadalah Pemerintah Kota
Bandung. Pemerintah Kota Bandung menyikapi perkembangan tersebut dengan
menerapkan apa yang disebut den@gandung Smart City Contohnya, saat ini
Pemerintah Kota Bandung dalam rangka mengimplementasikan penegapan
Governmenmembuat suatu sistem informasi yang diseblLglang.Barang atau jasa
didapatkan secara elektronik melalui proses pengadaan pelelangan. umum
Implementasiyang dilakukan Pemerintah Kota Bandung lainnya yaitu Hay.U
Bandung. Hay.U Bandung adalah sistem yahgati Badan Pelayanan dan Piean

6



Terpadu Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasasi permasalahan perizinan.
Karena @da umumnya birokrasi perizinan neah permasalahan atau kendala bagi
perkembangan usaha.

Proses pelayanan dan perizinan dari pemerintah sering dikeluhkan oleh
masyarakat dan kalangan dunia usaha. Karena dianggap tidak memiliki kejelasan
prosedur, berbelibelit, tidak transparan, waktuemrosen yang tidak pasti dan
tingginya biaya yang harus dikeluarkan, terutama berkaitan denganbimggayang
sebenarnya tidak resniSumberPemerintah Provinsi Jawa Bara@15).

Pada Tahun 2014, berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1171
Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu, BPPT Kota Bandung menyelenggarakamyaalan perizinan terpadu atas 26

jenis izin.Penerbitan izin tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.2:

Tabell.2 Jenis Izin BPPT

No. Uraian Jenislzin Tahun
2014
1. | Izin Gangguan 8048
2. | Izin Usaha Industri 87
3. | Izin Usaha Jasa Konstruksi 605
4. | Izin Usaha Perdagangan 6770
5. | Tanda Daftar Gedung 233
6. | Tanda Daftar Industri 233
7. | Tanda Daftar Perusahaan 5621
8. | Izin Lokasi 10
9. | Izin Mendirikan Bangunan 4500
Izin Pemanfaatan Titik Tiang Pancang Reklame,
10. | Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan 77
Sejenisnya
11. | I1zin Pembuatan Jalan Masuk 77




Pekarangan

12 Izin Pembuatan Jalan di dalam Kompleks 0
" | Perumahan Pertokoan dan y&wgjenisnya

13. | Izin Pematangan Lahan 32

14 | 1zin Pengambilan Air Permukaan 0

15. | Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sungai 48

16 Izin Pelaksanaan Konstruksi Mengubah Alir 0
dan Alur

17. | 1zin Usaha Jasa Pengangkutan Transportasi | 619

18. | I1zin Penggalian Ruang Milik Jalan 14

19. | Izin Penggunaan Trotoar dan Saluran

20 | Izin Konstruksi Pada Ruang Sungai 0
Izin Pemanfaatan Bantaran Dan Sempa

2t Sungai

22. | Izin Pemanfaatan Bekas Sungai 0

23. | 1zin Trayek 665

24. | 1zin PenyelengaraaReklame 4776

25. | Izin Usaha Angkutan 30

26. | Izin Pengelolaan Tempat Parkir 45

Jumlah 32.491

Sumber: BidanPelayanan dandpizinanTerpaduKota Bandung (20105

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa pada Tahun 2014 jumlah izin yang
dikeluarkan sebanyak 32.491 izin. Dengan jumlah hari kerja pada Tahun 2014
sebanyak 249 hari, maka ratda jumlah penerbitan izirep hari kerja sebanyak 130
izin (Sumberiaporan Kinerja BdanPelayanan daRerizinanTerpaduKota Bandung
2015).

Sesuai dengan visi dan misi Badan Pelayanan dan Perizinan Kota Bandung,
untuk membuat kota jasa yang bermartabat dan terpercaya adalah dengan



meningkatkan sistem informasi manajemen pelayyaag berbasig-Government,
menggunakan teknologi informasi dalam bentuk pelayanan dan perizipadu®an
melalui nilai budaya lokal, responsivitas, akuntabilitas, transparasi untuk mewujudkan
pelayanan yang optimal (SumbBemerintah Kota &1dung, 2015).

Mewujudkan Bandung sebagai kota yang bert&siart Citymerupakan upaya
kreatif dalam meningktkan daya saing warga kota baik pada level regional, nasional,
bahkan internasional. Perizinan pintar adalah layanan perizinan yang memanfaatka
teknologi dan informasi, mengurai birokrasi menjadi inovasi layanan yang beasrient
pada kemudahan layanan, kepastian waktu dan biaya. Perizinan pintar merupakan
implementasi dalam mewujudka®andung Smart City Pemohon perizinan akan
dimudahkan hanya dengan membuka portal Hay.U Bandung pada bppt.bandung.go.id
(SumberArfi, 2015).

Badan Pelayanan dan PerizinBerpadu Kota Bandung untuk menjadi badan
pelayanan perizinan yang unggul di Indonesia. Keunggulan ini dapat dicapai dengan
meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dan perizinan dengan menggunakan inovasi
agar lebih efektif dan efisien, serta dapat mengueddir pelanggannya dengan baik
(Sumber:Laporan Kinerja Badan Pelayanan dan Perizinan Tergata Bandung
2015).

Berikut Gambar 1.2 yangerupakarportal Hay.U Bandung:



Gambar 1.2 Portal Hay.U Bandung
Sumber: BPPT Kota Bandung (2015).

Denganprogram Hay.U Bandung masyarakat Bandung yang ingin mengurus
perizinan seperti izin reklame, izin trayek, SIUP (Surat Izin Usaha gardan), TDP
(Tanda Daftar Perushaan), IMB (lzin Mendirikan Bangunan), HBDrgt Izin
Gangguarilinderordonnanti¢ dapat mmanfaatkan portabppt.noandung.go.id untuk
mengurus perizinan dari rumah.

Menurut Ulum (2004:281) dari kinerja yang dilakukan pemerintah, diperlukan
pemantauan dan evaluasi. Pemantauan yang teliti dapat menyebabkan perbaikan
sasaran, ukuran, target kinerja, prosedur pengumpulan, bentuk pelaporan, dan rencana
rencana penyempurnaan dalam memberi respon terhadap suatu masalah yang
ditentukan, dan dengan kondisi yang berbleelda Dengan latar belakang diatas maka
peneliti merasa tertarik untuk mengambil jutifektivitas Layanan Hay.U Bandung
(Studi Pada BdanPelayanan daRerizinanTerpadu Kota Bandung)
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1.3  Perumusan Masalah

Mewujudkan Bandung sebagai kota yang berbasis Smart City merupakan upaya
kreatif dalam meningkatkan daya saing warga kota baik pada level regional, nasional
bahkan internasional. Pemerintah Kota Bandumgmbentulsistemyang diharapkan
dapat melayani kegmtingan masyarakat dalam mengurus perizinan dengan lebih baik.
Perizinan pintar adalah layanan perizinan yang memanfaatkan teknologi darasifor
mengurai birokrasi menjadi inovasi layanan yang berorientasi pada kemudahan
layanan, kepastian waktu daraya perizinan pintadiharapkan dapat meningkatkan
pelayanan informasi tentang penian di Kota Bandung.

Dalam pelaksanaanygada tahun 2018Badan Pelayanan dan Perizinan
Terpadu Kota Bandungenerbitkan 32.491 izin. Apabila dibagi dengan jumlah hari
kerja pada tahun 2014 yaitu 249 hari, maka-rataBadan Pelayanan dan Perizinan
Terpadu Kota Bandung dapat menerbitkan 130. Bedangkarnika dibandingkan
dengampengunjung website bppt.bandung.ge&tbulannyaebanyal231 kunjungan,
atau 12 kunjungan perhaApabila dalam implementasinya dikaitkan dengan Hay.U
Bandungyang merupakan perizinasnline terdapat jarak yang sangat beaatara
perizinanonline danoffline.

Perizinan pintar merupakan implementasi dalam mewujudukan Bandung Smatrt
City. Dalam pelaksanaannya diperlukan penelitian tentfegtivitas yang berisi

penilaian apakah Hay.U Bandung berhasil atau tidak.

14  Pertanyaan Pendlitian

Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif da
operasional. Dengan demikigrada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian
tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan (Sumaryadi, 2005:105).

Maka pertanyaan terhadaay.U Bandung ini adalh

Bagaimana pelaksanaan kerja yang dilakukan BPPT Kota Bandung dalam

mengefektifkan pelayanan informasi perizinan melalui Hay.U Bandung?
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15 Tujuan Pendlitian
Untuk mengetahui pelaksanaan kerja yang dilakukan BPPT Kota Bandung

dalam mengefektifkan pelayanan informasi perizinan melalui Hay.U Bandung.

16 Manfaat Penditian
1.6.1 Aspek Teritis

Secara teoritissebagai peneliti dalam memanfaatkan penelitian secara teori
akanmendapatkan pengalaman mengeafektivitas yang terjadi di Hay.U Bandung
Penelitian inidiharapkanmenambah wawasan yang sangat besar bagi pengalaman
yang akan datayn

1.6.2 Aspek Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan
tentang efektivitabagi pihak yang meluncurkan sistem Hay.U Bandung khususnya
Badan Pelayanandan Perizinan Terpadu dalam pengambilan keputusan guna
menentukan kebijaksanaan perusahaan. Dan bagi pihak lain penelitian ini juga

diharapkan dapat membantu penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.

1.7 RuangLingkup Penedlitian

Ruang lingkup penelitian imhengambil sampglegawai dan pengguna sistem
Hay.U Bandung. Lokasi penelitian adalah Kota Bandung, tempat Hay.U Bandung
digunakan.Penelitan menggunakan efektivitas sebaganguékuranberhasil atau

tidaknyasistem Hay.U Bandung.

1.8  Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penulisan ini digunakan sistematika penulisan sebagai gambaran umum
tentang penelitian yang dilakukan.
BAB I: PENDAHULUAN

12



BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi uraian mengenai teerteori yang berkaitan dengan penelitian

dan mendukang pemecahan permasalahan.

BAB Ill: METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, operasionalisabelaria
dan skala pengukuran, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, analisis data

dan pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini akan menjelaskan secara rigritang pembahasan dan anaéiralisa
yang dilakukan sehingga akan jelas gambaran permasalahan yang terjadirdatifalt

pemecahan masalah yang dihadapi.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN
Bab terakhir yang berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah
diakukan beserta saran yang dapat digunakan sebagai perbaikan bagi penelitian

selanjutnya.
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